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ABSTRAK

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga 
oleh karena itu, manusia sama derajatnya di hadapan 
Allah, kecuali yang membedakan antara manusia hanya 
ketaqwaan kepada Allah semata. Dalam kekeluargaan dan 
kebersamaan harus ada kerja sama dan tolong menolong, 
konsep  persaudaraan dan perlakuan sama terhadap seluruh 
anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai 
arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Wakaf 
telah mengakar dan telah menjadi tradisi umat Islam di 
seluruh dunia. Wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak 
Agama Islam masuk ke Indonesia. Tetapi nampaknya 
permasalahan wakaf masih muncul dalam masyarakat 
sampai sekarang, karena wakaf ditangani oleh umat 
Islam secara pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak 
pemerintah. Alih Fungsi Harta Wakaf dalam fiqh Syāfi’iyyah 
dapat dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya 
dan tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. 
Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus menjadi harta 
yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk 
kepentingan Agama dan umat Islam. Sedangkan dalam 
UU No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf yang sudah 
diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; 
dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk 
hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah 
diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai 
dengan RUTR dan tidak bertentangan dengan syari’ah 
dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis 
dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 
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A. Pendahuluan
Ajaran Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan 

di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam bidang sosial ekonomi, 
Islam mendorong pendayagunaan institusi wakaf dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan umat. Muhammad Musthafa Tsalabi telah 
membuat rumusan wakaf dalam bentuk penahanan harta atas milik 
orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan 
kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.1  

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahtraan 
umum, ialah meningkatkan peran wakaf untuk dapat membangun 
berbagai macam sarana ibadah dan sosial, dan juga memiliki 
kekuatan ekonomi sehingga perlu dikembagkan pemamfaatannya 
sesuai dengan syariat. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien, sehingga 
dalam berbagai kasus wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, 
terlantar, beralih fungsinya, atau jatuh kepihak ketiga dengan cara 
melawan hukum. Kendala demikian bukan karena kelainan atau 
ketidakmampuan nadhir dalam mengelola dan mengembangkan 
benda wakaf, melainkan sikap masyarakat yang kurang peduli atau 
kurang memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi 
demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi 
peruntukan wakaf.2 

Aplikasi rumusan wakaf yang dapat diamati di tengah 
masyarakat bahwa pelaksanaannya kurang mengacu kepada asas 
manfaat sesungguhnya. Pemahaman ‘manfaat’ atas harta wakaf hanya 
dipahami secara parsial, sebatas manfaat yang melekat dengan harta 
tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu 
saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna, karena terpaku kepada 
manfaat yang ternyata telah hilang. 

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa 
penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung 
atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan 
terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, 
dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang 
lain yang melekat pada harta benda tersebut.3
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Fenomena yang ada sampai sekarang ini sering dijumpai ditengah-
tengah masyarakat banyak status atau kedudukan harta wakaf yang 
telah diijab kabul telah beralih fungsi, baik itu secara kegunaan dan 
mamfaat maupun dari segi hak dan kepemilikan. Misalnya  tanah 
wakaf yang pada mulanya diperuntukkan membangun menasah 
untuk masyarakat umum dirubah fungsinya menjadi bangunan  
mesjid. Akibat peristiwa tersebut terjadi percekcokan antara pihak 
keluarga siwakif dan nazhir (pengelola atau pengurus harta wakaf) 
sehingga ada sebagian tanah yang telah  diwakafkan ditarik kembali 
oleh siwakif atau ahli warisnya.

 Dalam konsep hukum Islam khususnya yang berdasarkan 
pendapat dalam proses penetapan status dan kedudukan hukum 
dalam satu permasalahan yang bersifat pokok menurut Mazhab Syafi’i 
bahwa masalah alih fungsi harta wakaf merupakan pemasalahan 
yang aktual dan faktual yang perlu  dibahaskan dan bukan masalah 
yang biasa yang tidak perlu dituntaskan, karena permasalahan 
tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, kalau dipandang 
sekilas dari segi pelaksanaan di kalangan masyarakat masih sering 
didapatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum fiqh 
menurut Mazhab Syafi’i maupun hukum positif.

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada 
beberapa hal yang yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, 
maka oleh karena itu penulis merasa perlu menulis dalam bentuk 
makalah kecil ini tentang alih fungsi harta wakaf dalam perspektif 
fiqh Syāfi’yiyah dan uu no. 41 tahun 2004. Hal ini perlu dilakukan 
demi untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat luas, karena mereka mesti memahami ilmu ini selanjutnya 
mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Wakaf dan Problematika
1. Pengertian dan Hukum Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya 
berserta kekal zatnya dan dipergunakan pada bukan untuk tujuan 
maksiat.4 Syeh Ibrahim Bajuri mengutarakan pemikirannya bahwa, 
“wakaf adalah: 
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ة  ي �ب
ف

كن النتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه عل ان يصرف � ف قابل للنقل �ي حبس مال مع�ي

خ�ي تقر�ب ال الله تعال 
Artinya:  Menahan harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan 

dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap 
terus, dan dalam arti memutuskan pentasarrufan, bahwa harta tersebut 
akan ditasarrufkan melalui jalan yang baik karena mendekatkan diri 
kepada Allah”.5

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syāfi’iyyah 
mensyaratkan bahwa harta wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, 
yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya 
harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan 
terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang 
dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syāfi’iyyah sangat menekankan 
masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula 
bahwa eksistensi (‘ain) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. 

 Menurut Imam al-Syāfi’i, harta yang diwakafkan terlepas dari 
si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-
lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka 
waktunya. Maka disyaratkan pula benda yang diwakafkan itu tahan 
lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan.6

Ada beberapa hadis dan ayat tentang wakaf. salah satunya 
adalah: 

Surat Ali‘imran ayat 92, yang berbunyi :
ٌ ـهَ بِهِ عَلِ�ي

َّ
 الل

َّ
إِن

َ
ءٍ ف ْ

ي
َ وا مِن �ث

ُ
نفِق

ُ
 ۚ وَمَا ت

َ
ون بُّ ِ

تُ
ا � وا مَِّ

ُ
نفِق

ُ
ٰ ت َّ حَ�تَّ

�بِ
ْ
وا ال

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
ل

Artinya:  Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu menafkafkan 
sebagian harta kamu yang kamu cintai dan apa saja yang kamu 
nafkahkan sesungguh nya Allah SWT Maha Mengetahui. (Q.S Ali 
Imran [3]: 92)7

kemudian dalam surat al-Hajj ayat 77, Allah SWT berfirman :
َ

لِحُون
ْ
ف
ُ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
َ ل �يْ فَ وا الْ

ُ
عَل

ْ
ْ وَاف كُ بَّ وا رَ

ُ
وا وَاعْبُد

ُ
د ُ ب

ْ
عُوا وَاس

َ
فَ آمَنُوا ارْك ذِ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
�يَ أ

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujutlah kamu, 
sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu kendapat 
kemenangan”. (Q.S al-Hajj [22]: 77)
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Riwayat Abu Hurairah:

و علم ينتفع به ، 
َ
ية ، أ ف أدم انقطع عل إل من ثلث صدقة جار ة إذا مات ا�ب ي هر�ي عن ا�ب

أو ولد صالح يدعو ل)رواه مسلم( 8 
Artinya: ”Dari Abi Hurairah r.a. sesunggunya Rasulullah Saw berkata: jika 

seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari 
dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan 
anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)”.( H.R. 
Muslim)  

Imam Al-Syāfi’i beserta para pengikutnya yang memegang teguh 
pendapatnya mengemukakan bahwa, harta yang telah diwakafkan 
adalah milik Allah yang status dari kekekalan harta yang telah 
diwakafkan adalah bersifat abadi artinya tidak boleh dijual, tidak 
boleh dihibbahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dialih 
fungsikan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan 
hartanya berarti, menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu 
dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu 
harta wakaf harus yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang 
cepat rusak atau cepat habis seketika setelah dipergunakan.

Berdasarkan hal di atas imam As-Syāfi’i mengemukakan 
beberapa dalil yang berkenaan dengan pendapatnya diantara lain 
adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bunyi hadist yang diriwatkan bahwa umar r.a mempunyai 
sebidang tanah yang disebut shamag, yang di dalam kebun tersebut 
terdapat pohon kurma, beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya: 
“Ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang menurut saya sangat baik, 
apakah saya bersadaqah dengan harta itu?”. Rasulullah menjawab:

رته
ث
صل ليباع ول يوهب ول يورس ولكن تنفق � تصدق �ب

Artinya: “Bersadaqahlah dengan hasil tanahnya, tidak dijual, tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi dinafkahkan 
hasilnya”.

Lalu umar menyedekahkan pada jalan Allah, kepada budak 
yang menebus diri, untuk tamu, untuk orang-orang miskin dan kepada 
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ahli kerabat.
2. Ijma’ ‘amali, karena umat sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini, 

mereka mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya tanpa ada suatu 
bantahan.

3. Logika, yaitu bahwa niat sipewakif untuk mewakafkan hartanya, 
menjadikan hartanya itu keluar dari miliknya. Niat mewakafkan 
hartanya untuk mempeoleh pahala yang setiap waktu ada, jalan untuk 
memperoleh pahala yang demikian harus dengan terjadinya wakaf yang 
sah menurut syara’9

Hadis di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. 
memperbolehkan pemilik harta wakaf untuk mengeluarkan harta 
miliknya dengan syarat dan mengambil kembali hartanya dalam 
keadaan apapun. Seperti orang yang menyerahkan hartanya untuk 
jalan kebajikan, maka harta yang demikian (harta wakaf) itu berbeda 
dengan yang lainnya.10

Alasan lain yang dipegang oleh Imam Syāfi’i adalah hadits dari 
Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di 
Khaibar, yaitu sabda Nabi: “Kalau kau mau, Kau tahan harta asalnya, 
dan kau sedekahkan hasilnya, maka Umar pun menyedekahkan dengan 
tidak menjualnya, tidak memberikan dan mewariskannya”. Tidak boleh 
harta wakaf ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-
lamanya termasuk akad tabarru’, yaitu memindahkan hak milik dari 
pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran 
dan penukaran.

Dalam hal ini Abi Ishak Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-
Muhazzab mengemukakan sesuatu yang berkenaan dengan harta 
wakaf yang berada di atas tanah yang diwakafkan seseorang, 
sementara harta wakaf tersebut sudah tidak mungkin dimamfaatkan 
lagi, adapun isi karangan beliau adalah sebagai beriut:

ي منفعته  �ب يمة فزمنة اوجد ومما عل مسجد فيجوز بيعه لنه ل�ي لت فيحقت او �ب ف ان وقف �ف
لف المسجد ف ك �ب فكان بيعه اول من �ت

Artinya: Sesungguhnya wakaf pohon kurma, lalu kering atau binatang ternak 
lalu lewat masanya atau mewakafkan pelapah kurma untuk mesjid 
lalu hancur, maka boleh menjualnya karena tidak ada lagi harapan 
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daripadanya untuk diambil mamfaat dan kegunaannya, maka lebih baik 
dijual dari pada dibiarkan begitu saja, lain halnya dengan mesjid.11

Sesuai dengan teks-teks yang ada dalam kitab fiqh.

وز عارة مسجد  ب ل �ي
ف

ة � لت جدد وبقيت الته القد�ي وسئل شيحنا عا اذا عر مسجد �ب
ا حيث قطع  وزعارة مسجد قد�ي وحادث �ب ب نه �ي ا؛ فاجب �ب �ف

ث
فظ � ا او تباع و�ي اخرقد�ي �ب

وز بيعه بوجه من الوجوه. ب ا قبل فناءها؛ ول �ي بعدم احتياج ال�ي
Artinya: Guru kita Ibnu Hajar Al-Haitami ditanyai bila ada suatu mesjid 

yang dibangun dengan barang-barang baru dan barang-barangnya 
yang lama masih ada, apakah boleh barang-barang lama itu dipakai 
untuk merenovasikan masjid lain yang telah ada sejak dulunya atau 
dijual kemudian hasil penjualannya disimpan; Maka beliau menjawab, 
barang-barang itu boleh dipakai merenovasikan menjid lain yang telah 
ada sejak dulunya maupun yang baru, sekira apat dipastikan mesjid 
semula tidak memerlukan barang-barang itu lagi selama belum rusak 
barang-barang tersebut tidak boleh dijual.

Berdasarkan uraian dan pendapat para Ulama bagaimanapun 
bentuk harta wakaf tidak boleh dijual atau digantikan dengan 
benda lain. Lalu bagaimana dengan mengalih fungsikan tanah akaf, 
misalnya siwakif mewakafkan tanahnya untuk menasah kemudian 
oleh nahzir (pengurus harta wakaf) mengalihfungsikan tanah wakaf 
tersebut untuk membuat gedung lain yang bukan seperti keinginan 
siwakif. Para ulama mazhab Syāfi’i sepakat, bila siwakif mensyaratkan 
tanahnya untuk apa diwakaf dan siapa pengurusnya wajib ditaati. 
Diantara pendapat Ulama:

ط أن ل يؤجر أو أن يفضل أحد أو يسوي أو  ط ( الواقف ) شيئا ( يقصد ك�ث ) ولو �ث
طه رعاية لغرضه وعل  ط بطائفة كشافعية ) اتبع ( �ث و مسجد كمدرسة ور�ب

ف
اختصاص �

طه ب�ث
Artinya: Jika siwakif mensyaratkan Sesutu terhadap benda yang diwakafkan, 

seperti mensyaratkan untuk tidak disewakan, atau untuk mesjid, 
sekolah dan pondok, maka syaratnya harus dipenuhi demi menjaga 
tujuan yang diinginkannya itu.12

طه  لت �ث ف �ف ي زمنه لنه �ب
ف

طه اتبع فيه العرف � ل الواقف �ث )تنبيه( حيث احب
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Artinya: (Ini suatu pemberitauan) seandainya orang yang mewakafkan itu 
memberikan persyaratan yang bersifat umum, maka harus diaplikasikan 
sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masanya.  

بنائه  جرد  �ب كذلك  فيص�ي طا  اور�ب زاوية  به  الناس شيئا  من  اخذ  لو  ابو محمد وكذا  الشيخ  قال 

ي الوقف 
ف

اط اللفظ � يقة ضعيفة )وهي عدم اش�ت نه فرعه عل طر م ما قال الشيخ �ب ض بع�ف واع�ت

مطلقا وكفاية الفعل والنية(
Artinya: Syeh Abu Muhammad menyatakan: Demikian halnya jika seseorang 

menetapkan sesuatu untuk dibangun zawiyah atau asrama, maka 
fungsinya harus sesuai dengan sekedar dibangunnya tersebut. Sebagian 
Ulama berbeda pendapat, yakni tidak adanya persyaratan wakaf secara 
mutlak dan cukup hanya niat dan pelaksanaannya.13

لمصلحة اتبع  ط الواقف العمل �ب ا فإن �ث رفع م�ف
أ
ف الوقف , ولو ل ء من ع�ي ي

وز تغي�ي �ث ب ل �ي
وط ثلثة أن ل يغ�ي مسماه , وأن يكون مصلحة  وز تغي�ي الوقف ب�ث ب طه , وقال السبكي : �ي �ث

ال عينه فل يصرف نقلها من جانب إل آخر ف يعه , وأن ل �ت دة ر ل كز�ي
Artinya: Tidak boleh mengalih fungsi sesuatu dari benda wakaf walaupun 

untuk yang lebih berguna daripada benda tersebut, jika siwakef 
mensyaratkan agar dipergunakan harta wakaf kepada tempat yang 
lebih kemaslahatan harus dipenuhi syaratnya. As-Subki menyatakan: 
boleh mengalih fungsi harta wakaf dengan ketentuan tiga syarat. 
Pertama: Tidak berobah musamma (benda wakaf), Kedua: Bahwa ada 
kemaslahatan yang lebih seperti bertambah hasilnya, Ketiga: Tidak 
hilang benda wakaf tersebu. Maka tidak mengapa memindahkan benda 
wakaf daripada satu tempat ketempat yang lain.14

Berdasarkan beberapa teks kitab yang penulis cantumkan 
semuanya mengemukakan tidak boleh mengalih fungsi harta wakaf, 
dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat siwakif. Apabila siwakif 
mensyaratkan untuk dialih fungsikan tanah wakaf maka boleh 
dialih fungsikan untuk memenuhi syarat siwakif. Yang jadi masalah 
pembahasan dalam penulisan ini adalah harta wakaf yang tidak 
disyaratkan apa-apa oleh siwakif.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
Pasal 40 mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf 
yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana 
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maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang 
sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; 
dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan 
hak lainnya.15 

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum 
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan syari’ah dan hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 
Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena 
ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda 
yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan 
harta benda wakaf semula (Pasal 41). Selain dari pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, izin perubahan status/
pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti 
harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).  

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan 
benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah 
dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan 
dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan 
oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap 
memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan 
atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui 
prosedur dan proses yang panjang.  

2. Rukun dan Syarat Wakaf 
1. Rukun Wakaf 

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur 
pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari 
bahasa Arab “ruknun” yang berarti tiang, penopang atau sandaran. 
Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan 
dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.16 Atau dengan kata 
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lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 
perbuatan. 

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi 
oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-
masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang 
lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan 
yang lainnya.

 Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu 
(1) waqif (orang yang mewakafkan), (2) Mauquf‘alaih (pihak yang 
diserahi wakaf), (3) Mauquf (harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau 
iqrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 
mewakafkan).17 

a. Waqif (orang yang mewakafkan)

Waqif adalah pihak yang mewakafkan. Waqif harus mempunyai 
kecakapan hukum atau kamalul ahliyah dalam membelanjakan 
hartanya (tasharruf al-mal). Kecakapan tersebut meliputi 4 
kriteria,yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (baligh), tidak dibawah 
pengampuan (mahjur ‘alaihi).18 Al-Nawawi mengungkapkan bahwa 
syarat orang yang berwakaf itu adalah orang yang perkataannya dapat 
dipertanggungjawabkan dan mempunyai kecakapan memberikan 
tabarru’ (sumbangan).19 Sudarsono menyebutkan dalam bukunya 
bahwa syarat orang yang berwakaf adalah berhak berbuat kebaikan 
walau bukan Islam sekalipun, dan kehendak sendiri; tidak sah karena 
dipaksa.20 

a. Mauqūf‘alaih (orang yang diberi amanat wakaf) 
  Mauqūf ‘alaih adalah orang yang menerima atau sasaran 

wakaf yang dituju oleh wāqif. maka terhadap mawqūf ‘alaih tersebut 
ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagai syarat untuk 
sahnya wakaf.

Mauqūf‘alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang 
yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, 
kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan 
mauqūf‘alaih sebagai nadzir, dalam literatur fiqh kurang mendapat 
porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting 

Alih Fungsi Harta Wakaf Dalam Perspektif  Fiqh Syāfi’yiyah Dan Uu No. 41 Tahun 
2004

74 |  Volume 6 Nomor 1 2017



al-FIKRAH
Jurnal

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI Al-Aziziyah

adalah keberadaan mauqūf‘alaih mampu mewujudkan peruntukan 
benda wakaf (makna lain dari mauqūf‘alaih). Hal ini terpengaruh 
oleh unsur tabarru’ (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan 
sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) 
dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf 
termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan 
salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri. 
     Bisa juga diartikan dengan orang yang berhak memelihara barang 
yang diwakafkan dan memanfaatkannya. 

b. Mauquf (Harta Benda Wakaf)
Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, 

pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau 
bisa keduanya. Madzhab Syāfi’iyyah tergolong konservatif dengan 
hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. 

Keterkaitan antara status kepemilikan wakif terhadap benda 
wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas 
perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh Hadis 
riwayat umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan 
diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa 
harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan 
apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan 
mewariskan termasuk menggunakan harta benda wakaf. Sedangkan 
Syāfi’iyyah menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan 
wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. Kedua, 
kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan 
objek wakaf yang bergerak. 21 Oleh karena itu mewakafkan harta 
bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat 
pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.

c. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif)
Shighat adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh 

wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan 
apakah lisan, baik shareh, kinayah atau tindakan. Pernyataan yang 
berbentuk sharih (terang) seperti wakaftu, sabbaltu, habbastu kaza ‘ala 
kaza, ataupun berkata “tanahku diwakafkan, atau aku ridha menjadi 
wakaf di atasnya”. 22 Dan jika berkata “aku bersadaqah dengan 
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demikian di atas demikian sebagai sadaqah yang diharamkan, atau 
sadaqah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh 
diwariskan”. Semua ucapan demikian merupakan pernyataan yang 
jelas tertuju kepada wakaf. 

shīghah juga didevinisikan sebagai pernyataan wāqif sebagai 
tanda penyerahan barang atau benda yang akan diwakafkan, shīghah 
tersebut dapat dilaksanakan dengan lisan maupun tulisan dan dengan 
pernyataan tersebut hilanglah hak wāqif atas benda wakaf tersebut.23 
Penjelasan ini berarti bila didasari kepada pandangan sebahagian 
ulama seperti golongan Syāfi’iyah, karena menurut sebahagian 
ulama yang lainnya (ulama Malikiyah) tidak demikian, jadi menurut 
ulama Malikiyah pernyataan wakaf dari seorang wāqif tidak dapat 
menghilangkan hak kepemilikannya dari diri wāqif).

2. Syarat Wakaf
Syarat wakaf adalah segala sesuatu hal yang wajib (tidak boleh 

tidak) dalam wakaf.24 Hendi Suhendi merincikan syarat-syarat wakaf 
yang bersifat umum tersebut dalam bukunya Fiqh Mua‘amalah sebagai 
berikut: pertama wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, 
sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu 
tertentu. Kedua objek sasaran wakaf dipandang perlu ada kejelasan 
arah, maksudnya wajib menyebutkan untuk apa benda wakaf itu 
harus digunakan, seperti untuk mesjid, pesantren dan lain-lainnya. 
Ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada pernyataan ijāb 
yang dinyatakan wakīf. Selanjutnya syarat yang keempat adalah adanya 
’aqad (transaksi atau pejanjian wakaf), dalam hal ini sesuai dengan 
pendapat jumhur ulama yang memandang ‘aqad perwakafan sifatnya 
tembus dan wajib dilaksanakan tanpa ada hak khiyar (memilih untuk 
membatalkan atau melangsungkan wakaf yang jelas-jelas sudah 
dinyatakan wāqif).25

 Bila diperhatikan dari penjelasan syarat-syarat wakaf di atas, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa: pada prinsipnya institusi 
wakaf itu harus jelas dan akurat terhadap semua aspek yang dapat 
mempengaruhinya (seperti pada rincian di atas) agar jelas dalam 
prakteknya. selanjutnya bila dihubungkan dengan syarat wakaf tunai, 
memang tidak banyak dijumpai secara tegas uraian yang merincikan 
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segala syarat-syaratnya seperti syarat wakaf yang lazim (lumrah 
dijumpai). Namun dengan melihat pada wujud praktek wakaf tunai 
(substansinya tidak ada sisi perbedaannya yang signifikan dengan 
wakaf yang lazim tersebut).

3. Hikmah Wakaf
Dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, 

kebaikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan 
pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Jika merujuk kepada 
hukum undang-undang pasal 22 nomor 41 tahun 2004, disebutkan 
bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, .harta benda 
hanya dapat diperuntukkan bagi:26

1) Sarana dan kegiatan ibadah
2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5) Kemajuan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syari’ah dan peraturan perundang-undangan.
...........Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa Allah telah 

mewajibkan para hamba-Nya untuk saling bekerja sama, bahu-
membahu, saling kasih-sayang. Nabi shallallahu alaihi wa sallam 
menggambarkan keadaan sesama muslim dalam kecintaan dan 
kesayangan diantara mereka dengan gambaran satu tubuh, jika 
salah satu organ tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh lainnya 
akan menggigil dan kesakitan akibat panas dan meriang. (HR. 
Muslim).  Tidak diragukan lagi bahwasannya diantara 
medan kebaikan/kebajikan dalam topik ini adalah infaq untuk fii 
sabilillah, untuk membantu persatuan ummat Islam, dan tanggung 
jawab menjaga dan menolong agama dan ummat Islam. Maka, 
jenis-jenis infaq begitu teramat banyak macam dan jenisnya, dan 
tidak diragukan lagi bahwa diantara infaq yang terpenting saat ini 
adalah menahan harta-benda namun bisa mengalirkan/menyalurkan 
manfaatnya secara kontinyu. Wakaf memiliki keistimewaan lain 
daripada infaq-infaq/shadaqah lainnya, ia bisa memelihara berbagai 
kepentingan publik, kehidupan masyarakat, mendukung sarana dan 
prasarana kemasyarakatan secara kontinu. Abu Zahrah mengatakan 

Muhammad Saidi, S.HI

  Volume 6 Nomor 1 2017   | 77



al-FIKRAH
Jurnal

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Dakwah STAI Al-Aziziyah

wakaf, dimana dengannya menjadi lestari harta-benda berdasarkan 
hukum Allah dan tersalurkan hasil/manfaatnya untuk kemaslahatan 
umum, adalah satu jenis dari shadaqah jariyah setelah orang yang 
bershadaqah itu wafat, kebaikannya terasakan oleh semua orang, dan 
berlipat-gandalah pahalanya, serta terselesaikan berbagai kebutuhan 
fakir-miskin, pengembangan berbagai sarana sosial, semisal rumah 
sakit, sarana layanan kesehatan, menyantuni ibnu sabil, penanganan 
pengungsi, anak yatim, menanggulangi bencana kelaparan, gizi 
buruk. Maka, jadilah wakaf sebagai sebab bangkitnya masyarakat dan 
bukan kehancuran.27                         

 Atas dasar keinginan untuk menggapai tujuan-tujuan wakaf 
inilah, sekaligus mengikuti ketentuan dan hukum Allah ta’ala, maka 
tujuan-tujuan wakaf tersebut telah memotivasi kita untuk bergegas 
melakukan berbagai amal kebaikan, bershadaqah untuk berbagai 
sarana umum. Dan ini masuk dalam koridor tujuan-tujuan syariat 
secara global.

4. Perubahan Fungsi Tanah Wakaf
Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua 

macam, yaitu berbentuk Masjid dan bukan Masjid. Yang bukan Masjid 
dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk Masjid, selain Ibn 
Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau 
menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, 
selain madzhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila 
tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka 
berbeda dalam menentukan persyaratan. 

Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu: 
1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai 

lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, 

seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.28 
ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf 

tersebut dalam tiga hal:
1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut 
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ketika mewakafkannya
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya.
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih 

bermanfaat.
Sedangkan Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak 

membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk Masjid atau bukan 
Masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf 
boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat 
dibutuhkan. 

Misalnya, suatu Masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena 
telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau 
karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat 
yang baru mereka tidak mampu membangun Masjid yang baru.

Argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyah sangat praktis 
dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf 
tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan 
contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang 
berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak 
diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, 
dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk 
diwakafkan. Kedua, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, 
seperti Masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual 
untuk membangun Masjid baru yang lebih luas dan lebih baik.29

Dalam hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab, 
ketika ia memindahkan Masjid Kufah dari tempat yang lama ke 
tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama 
terhadap Masjid Nabawi. Lebih jauh ia mengemukakan argumentasi, 
bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari 
kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyia-nyiaan 
benda wakaf itu.  

C. Penutup
Berdasarkan  dari uraikan di atas, dapatlah diambil kesimpulan 

yang dianggap perlu sebagai berikut:
1. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut fiqh Syāfi’iyyah dapat dilakukan 
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selama tidak berubah bentuk aslinya dan tidak berubah kenama lain 
dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus 
menjadi harta yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk 
kepentingan Agama dan umat Islam.

2. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 harta benda 
wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; 
dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk 
hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR dan tidak 
bertentangan dengan syari’ah dan hanya dapat dilakukan setelah 
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 
Indonesia. 

3. Perbedaan antara fiqh Syāfi’iyah dan Udang-undang No. 41 Tahun 
2004 tentang alih fungsi harta wakaf adalah menurut fiqh Syāfi’iyah 
dibolehkan alih fungsi harta wakaf asalkan tidak berubah maksud wakif 
dan tidak berubah nama benda yang diwakafkan. Sementara Udang-
undang No. 41 Tahun 2004 tidak memandang hal yang demikian, yang 
penting nilai ekonomisnya ada dan lebih produktif.
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